SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : a. bahwadengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2023,
maka telah dilakukan penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah;
b. bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun Anggararan 2023, oleh Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat
telah dilakukan pemeriksaan;
c. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/audit Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan
Papua Barat terhadap Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah Tahun Anggaran 2023 maka perlu diregulasikan
dengan membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Baerah Tahun 2023;
Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;



-2 -

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagaimana telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6697);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, KabupatenYahukimo,
KabupatenTolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan

Kabupaten Teluk Wondama di Kabupaten Papua



10.

11.
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-uundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



12.

13.

14.

15.

16.
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
19);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoensia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dewan perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6909);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



25.

26.

27.

28.
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Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat @ Daerah  Kabupaten Teluk  Bintuni
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk
Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni
Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan lembar Daerah
Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Daerah Kabupate Teluk Bintuni Tahun 2023
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Teluk Bintuni Nomor 111);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 3
Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk
Bituni Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Nomor 113);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

DAN

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan
memuat:
a. Laporan Realisasi Anggaran
b. Neraca
c. Laporan Arus Kas
d. Laporan Operasional
e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
f. Laporan Perubahan Ekuitas
g. Catatan atas Laporan Keuangan.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah/perusahaan daerah

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp 2.962.503.244.080,79

b. Belanja Rp 3.049.325.945.223,30
c. Transfer Rp 0,00
Surplus/ (defisit) Rp -86.822.701.142,51

d. Pembiayaan
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Penerimaan Rp 130.341.060.036,68

Pengeluaran RP 0,00

Pembiayaan Netto Rp 130.341.060.036,68
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp414.226.594.626,21 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp  3.376.729.838.707,00
b. Realisasi Rp 2.962.503.244.080,79
Selisih lebih ( kurang) Rp 414.226.594.626,21

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(450.660.329.814,70)
dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp 3.499.986.275.038,00
b. Realisasi Rp 3.049.325.945.223,30
Selisih lebih ( kurang) Rp (450.660.329.814,70)
Selisih anggaran dengan realisasi Transfer bantuan keuangan sejumlah

Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Transfer Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp0,00
b. Realisasi Rp0,00
Selisih lebih ( kurang) Rp0,00
Selisih anggaran dengan realisasi Surplus/ (defisit) sejumlah
Rp(36.433.735.188,49) dengan rincian sebagai berikut :
a. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (123.256.436.331,00)
b. Realisasi (defisit) Rp (86.822.701.142,51)

Selisih lebih ( kurang) Rp (36.433.735.188,49)
Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp(84.623.705,68) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp 130.256.436.331,00
b. Realisasi Rp 130.341.060.036,68
Selisih lebih ( kurang) Rp (84.623.705,68)
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp7.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp 7.000.000.000,00



b. Realisasi Rp 0,00
Selisih lebih ( kurang) Rp 7.000.000.000,00
(7) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp(7.084.623.705,68) dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan netto setelah Rp 123.256.436.331,00
perubahan
b. Realisasi Rp 130.341.060.036,68
Selisih lebih ( kurang) Rp (7.084.623.705,68)

Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2023
sebagai berikut:
a. Jumlah Aset Rp 7.524.950.041.225,82
b. Jumlah Kewajiban Rp 264.926.933.598,59
c. Jumlah Ekuitas Rp 7.260.023.107.627,23

Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
a. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Rp 135.317.138.761,85

Pengeluaran per 1 Januari 2023

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 1.155.329.017.551,79
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp (1.242.151.718.694,30)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp 0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris Rp 12.401.817.711,42
f. Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara Rp 60.896.255.330,76

Pengeluaran akhir per 31 Desember 2023

Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :
a. Pendapatan LO Rp 3.316.822.798.186,89
b. Beban Rp 2.360.647.902.423,25
Surplus/ (defisit) Rp 956.174.895.763,64
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Pasal 7

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e per 31

Desember 2023 sebagai berikut:

a.
b.

Saldo Anggaran Lebih Awal Rp
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp
Pembiayaan Tahun Berjalan

Subtotal Rp
Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA)
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp

Pasal 8

130.256.436.330,82
130.341.060.036,68

-84.623.705,86
43.518.358.894,17

43.518.358.894,17

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f untuk

periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

a.
b.

C.

Ekuitas Awal Rp 6.411.881.103.778,70
Surplus/Defisit LO Rp 931.165.591.083,64
Dampak Kumulatif Perubahan Rp 0,00
Kebijakan/Kesalahan Mendasar — Lain

lain

Koreksi Ekuitas Rp (83.023.587.235,11)
Ekuitas Akhir Rp 7.260.023.107.627,23

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g tahun

anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif

atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.

Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran

pemerintahan daerah dan organisasi;

menurut urusan

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan

pemerintahan daerah, organisasi,pendapatan, belanja

dan pembiayaan;



Lampiran 1.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran I.10

Lampiran I.11
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Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

menurut urusan pemerintahan daerah
organisasi,program dan kegiatan,;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Daftar Piutang Daerah

Daftar penyertaan modal ( investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah.

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
lainnya

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah

b. Lampiran II Neraca

c. Lampiran III Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV Laporan Operasional

e. Lampiran V Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
f. Lampiran VI Laporan Perubahan Ekuitas

g. Lampiran VII Catatan atas laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan

daerah tercantum dalam Lampiran VIII peraturan daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungiawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk

Bintuni.
Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 24 September 2024
BUPATI TELUK BINTUNI,
ttd
PETRUS KASIHIW

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 25 September 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,
ttd

FRANS NICOLAS AWAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2024 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT: (3/8/2024)

Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. GEORGE FRANS WANMA, S.H., M.H.. CLA
NIP. 19770103 200909 1 001
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